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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan 

pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan 

dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu 

sosial.1 Terlebih perbuatan cabul terhadap anak tentunya akan berdampak terhadap 

psikologis dan pertumbuhan lainnya pada anak tersebut. Dampak psikologis pada 

anak-anak dapat menimbulkan trauma jangka Panjang yang dapat berujung pada 

hubungan yang tidak sehat seperti perasaan rendah diri, ketakutan yang berlebihan, 

gangguan perkembangan jiwa, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan 

mental. 

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari 

sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap 

anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman 

bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi 

penerus bangsa dan negara Indonesia.2 

 

 
 1 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005) hlm. 80 

 2 I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh 

Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, Jurnal Analogi 

Hukum, (Maret 2021), hlm. 336 



 

 

 

 

2 

 

 

 

Tindak pidana pencabulan yang terjadi di Indonesia yang kerap terjadi pada 

anak- anak meresahkan para masyarakat terutama para orang tua yang memiliki 

anak di bawah umur. Kasus pidana pencabulan terhadap anak pada praktiknya 

terdapat kecenderungan bahwa anak sebagai korban sering diabaikan oleh lembaga 

peradilan pidana yang kompeten, yang seharusnya memberikan perawatan dan 

perlindungan yang cukup berdasarkan hukum, yang terbukti terlihat dari berita di 

media elektronik maupun media massa yang mengangkat isu kekerasan pada anak, 

baik kekerasan fisik maupun psikis3. Tentunya para orang tua cemas atas akibat 

yang ditimbulkan dari kejahatan ini karena dapat merusak masa depan anak- anak 

mereka, maka dari itu pelaku dari tindak pidana pencabulan baik pelaku yang sudah 

dewasa maupun masih dibawah umur harus diberikan sanksi pidana yang sesuai 

dengan hukum dan rasa keadilan sehingga dapat memberikan efek jera kepada 

pelaku.4 Tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual itu adalah 

orang terdekat atau orang yang berada disekeliling anak itu berada.5 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 

terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. rangkaian kegiatan tersebut harus 

berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, 

 
 3 Hidayati N, “Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia), 

Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, (April 2014), hlm. 13 

 4 Sondhy Maulana Susanto, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi 

Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Kasus 

Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016)”, (Jakarta : Universitas Bhayangkara, 2018), hlm. 3 

 5 Lusiani Lusiani and Panhar Makawi, “Analisa Hukum Pidana Terhadap Pelaku 

Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor51/Pid.Sus/ 

2016/PN.Kbu)”, JCA Of Law, (2016) hlm. 1 
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baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak.6 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Tujuan perlindungan anak adalah agar anak 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan bergaul semaksimal mungkin sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, 

maka perlu adanya jaminan dan perlindungan hak-hak anak. UNICEF memandang 

perlindungan anak sebagai pencegahan atau respons terhadap insiden pelecehan, 

eksploitasi, kekerasan dan penelantaran anak. Ini termasuk eksploitasi seksual 

komersial, perdagangan manusia, pekerja anak, dan praktik tradisional yang 

berbahaya, seperti mutilasi/pemotongan alat kelamin perempuan, dan pernikahan 

anak.7 

Segala sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, menjamin anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan tumbuh secara optimal dan 

berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan 

perlindungan dari diskriminasi dan juga kekerasan merupakan bentuk dari 

perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan 

dari tindakan kekerasan mental dan fisik, kejahatan seksual dan penelantaran.8 

Perlindungan anak memiliki nilai sumber daya manusia dan membangun menuju 

 
 6 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta Timur : PT. Prenada Media 

Group, 2018), hlm 2 

 7 Ani Mardatila, Macam Hak Perlindungan Anak, Ketahui Pasalnya di Indonesia dan 

Internasional, https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya diin 

donesia-dan-internasional-kln.html diakses pada tgl 15 Mei 2023  
8 Ibid, hlm. 1 

http://www.unicef.org/protection/index.html
https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya%20diin%20donesia-dan-internasional-kln.html
https://www.merdeka.com/sumut/macam-hak-perlindungan-anak-dan-pasalnya%20diin%20donesia-dan-internasional-kln.html
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masyarakat makmur adil dan materiil spiritual berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.9  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), kejahatan  dalam  

bentuk Pencabulan diatur dalam KUHP pada Bab XIV Buku II mulai Pasal 289, 

Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296. Adapun Pasal 

289 KUHP menentukan sebagai berikut: kekerasan memaksa seseorang melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan 

perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 

sembilan tahun. 

Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting sehubungan dengan 

perlindungan terhadap hak-hak anak adalah dikeluarkannya Undang-Undang  

Perlindungan Anak pada bulan Oktober dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.10 Larangan kejahatan 

seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan: 

 
 9 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012), hlm. 1 

 10 Ribbka E. Kalalo, “Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Upaya 

Penanggulangannya Menurut Pasal 289 Kuh Pidana”, Lex Privatum, (Februari 2016), hlm. 1 
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”Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk 

Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pebuatan 

cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak, jelas merupakan bentuk dari 

kejahatan seksual.11 

Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun 

faktanya sekarang anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, 

yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap 

dirinya. Penegakan hukum pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan 

mekanisme pembuktian. Dalam praktiknya, pembuktian merupakan inti dari 

persidangan perkara pidana yang disebabkan bahwa hukum pidana adalah proses 

mencari kebenaran hukum materiil.12 Pembuktian dalam mencari kebenaran hukum 

materiil dimulai dari tahapan penyelidikan untuk mencari titik terang ataupun 

petunjuk mengenai perisitiwa yang diduga apakah merupakan suatu perbuatan 

pidana guna dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dalam tahap ini sendiri sudah 

menjadi proses awal dari pembuktian sebagai mencari kebenaran hukum materiil 

yaitu penyidik diberikan kewenangan untuk mencari barang bukti untuk 

 
11 Alih Usman, Sanksi Dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak,  https://bpsdm-

dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-h 

ukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak, diakses pada tanggal 09 Mei 2023 
12 Ante S, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, Lex Crimen. 

(April 2013), hlm. 33 

https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-h%20ukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak
https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-h%20ukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak
https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-h%20ukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak
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menemukan ataupun menentukan tersangka.13 

Mekanisme pembuktian, mencari dan menemukan petunjuk adalah untuk 

mencari kebenaran materiil, artinya kebenaran yang seluas-luasnya dari suatu 

perkara pidana apabila hukum acara pidana diterapkan secara benar, serta jujur 

dengan tujuan untuk mencari petunjuk yang mengarah kepada pelaku agar dapat 

didakwa pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka itulah 

yang dimaksud dengan kebenaran materiil.14 Peranan pembuktian dalam 

mengambil keputusan hakim sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim, 

terutama pada fakta persidangan untuk menemukan kesalahan ataupun pelanggaran 

yang dilakukan oleh terdakwa.15 

Secara psikologis, anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan 

seksual baik itu pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi, protitusi akan mengalami 

dampak negatif baik secara psikologis maupun fisik. Anak lelaki cenderung kurang 

terbuka untuk mengakui pelaku, karena takut tidak percaya, takut dibalas oleh atau 

adanya ancaman pelaku, stigma sosial, atau enggan mengakui dirinya lemah.16 

Pada penelitian penulis meneliti salah satu kasus yang terjadi di Kota Sorong, 

telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Kota Sorong dengan No. Register 138/Pid.Sus/2019/PN.Son. 

 
13 Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, ( Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama,  

2013) hlm.7 
14 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia, 

(Malang : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.7 
15 Ibid, hlm. 9 
16 Adam Mawan, Kekerasan Seksual Pada Anak, Pedofilia, Trauma dan Underwear,   

www.kompasiana.com//KekerasanSeksualpadaAnak,Pedofilia,TtraumadanUnderwearRule.htm diak 

-ses tgl 07 Mei 2023  

 

http://www.kompasiana.com/KekerasanSeksualpadaAnak,Pedofilia,TtraumadanUnderwearRule.htm
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Pada Putusan tersebut Terdakwa yang bernama Putra Widodo diajukan ke 

persidangan berdasarkan dakwaan tunggal bahwasannya telah melangar 

sebagaimana diatur dan diancam pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Menjadi Undang-Undang yang dalam dakwaan menjatuhkan pidana terhadap 

Putra Widodo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda 

sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 

kurungan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dan 

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Putra Widodo telah 

terbukti secarah sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana 

”Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu 

Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk 

Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”. 

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahasnya secara 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : PERTIMBANGAN HUKUM 

HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  (Studi 

Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan 

yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas 

terhadap terdakwa dalam Putusan No. 138/Pid.Sus/2019/PN.Son? 

b. Bagaimana perlindungan hukum anak korban tindak pidana pencabulan 

dalam kedudukannya di Hukum Positif Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam penulisan 

skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pidana pencabulan anak 

pada putusan nomor 138/Pid.Sus/2019.PN.Son 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anak korban 

tindak pidana pencabulan dalam kedudukannya di Hukum Positif 

Indonesia 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum Kepidanaan dan 
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menambah wawasan terutama berkaitan tentang pertimbangan hukum 

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana 

pencabulan anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban 

pencabulan dalam kedudukannya di hukum positif Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan rujukan bagi 

praktisi hukum, yaitu : 

a. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas terutama 

tentang Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 

bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. 

b. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan 

ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak 

pidana pencabulan terhadap anak sehingga memberikan kesadaran 

mendalam dan tidak melanggarnya. 

 

E. Ruang Lingkup 

 Penelitian ini guna menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun 

hal yang menyimpang, maka Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang 

akan dikaji. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu 

mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap 

pelaku tindak pidana pencabulan anak dan bagaimana perlindungan hukum anak 
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korban tindak pidana pencabulan . Dalam hal ini, Penulis menggunakan analisis 

satu putusan yaitu Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019.PN.Son 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 

menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.  

Pada saat memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-

adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van 

Apeldoorn, hakim itu haruslah:17 

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian 

kejadian konkrit dalam masyarakat.  

2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. 

Saat pemeriksaan perkara Hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, 

karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat 

penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk 

 
17 Van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum; (Jakarta : PT. Pradnya Paramita 2009), hlm. 

171. 
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memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar 

terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan 

bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta 

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak 

adanya hubungan hukum antara para pihak.18 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan 

hukum adalah tempat berlindung dan perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.19 

Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan 

atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak 

yang melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata 

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukan untuk pihak tertentu dengan 

menggunakan cara-cara tertentu.  

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan hukum 

mengandung makna, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.20 

 
18  Ibid., hlm. 141   
19 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008) hlm. 595.  
20 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta : PT. 

Genta Publishing, 2009) hlm. 74  
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Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini 

hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, 

terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh 

manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesame manusia serta 

lingkungannya. Muchsin memberikan definisi perlindungan hukum yang 

merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.21 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum 

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan 

menjadi : 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif  

 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

 
21  Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta : 

Universitas Sebelas Maret, 2009),  hlm. 14 
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apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.22 

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

menentukan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak 

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi 

dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut 

Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu 

pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah.23 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, 

yaitu normative legal research.24 Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa 

penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan 

 
22  Ibid, hlm 20 
23 Sugiyono, Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD, 

( Bandung : PT. Alfabeta, 2009), hlm. 6 
24  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18 
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merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan 25, 

sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif 

disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.26 Penelitian hukum normatif 

dapat disimpulkan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas 

dalam arti hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari 

pakar hukum terkemuka.27 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan : 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah, 

berbagai aturan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti,28 sehingga penulis 

dapat memecahkan permasalahan- permasalahan yang sedang penulis 

teliti. 

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) adalah pendekatan 

yang digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau 

pemahaman terhadap suatu bahasa hukum yang memiliki banyak 

 
25  Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2005), hlm. 3 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14 
27  Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: UMPAM Press, 2019), hlm. 63. 
28  Aminuddin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; PT. Raja 

Grafindo Persada, 2018) , hlm. 164 
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penafsiran, sehingga penulis dapat memberikan suatu konsep 

penyelesaian pada permasalahan yang   sedang diteliti oleh penulis. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan 

cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi 

yang mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau menjadi putusan 

pengadilan. Dalam menggunakan pendekatan kasus ini, masalah hukum 

dijelaskan sesuai dengan fakta pada perkara itu sendiri.29 Melalui 

pendekatan ini diharapkan Penulis dapat menemukan suatu fakta atau 

kebenaran saat menganalisis putusan dalam hal ini Putusan Nomor 

138/Pid.Sus/2019/PN.Son 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Sehingga penulis tidak 

mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti.30 Data sekunder terbagi 

dalam tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Adapun penjelasan dari masing-masing bahan hukum adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain 

 
29 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum, (Jakarta: PT. Kencana, 2016), hlm. 166 
30 Jevi Nugraha, Data Sekunder Adalah Data Tambahan , Ketahui Ciri-ciri dan Contohnya, 

https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-co 

ntohnya-kln.html diakses tgl 10 Mei 2023 

https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-co%20ntohnya-kln.html
https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-co%20ntohnya-kln.html
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yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Maka dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;31 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan 

Hukum Pidana;32 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana;33  

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman;34 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;35 

6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak; 36 

 
31 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
32 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, 

LN No. 127 Tahun 1958 
33 Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN 

No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209 
34 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 

5076 
35 Indonesia, Undang-undang Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016, LN No.99, TLN No.5882 
36 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No 297. TLN No. 5606 
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7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban ;37 

8. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Son 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat berupa dokumen, 

literatur, buku, jurnal, artikel, makalah, laporan hukum, karya tulis ilmiah, media 

cetak, ataupun penelurusan bahan hukum melalui internet yang berkaitan dengan 

masalah hukum yang dibahas.38 Bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum 

yang dapat membantu dalam membangun argumentasi hukum serta dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

c. Bahan Hukum Tersier  

 Bahan Hukum Tersier yakni suatu bahan pendukung yang dipakai dalam 

penelitian ini dan berkaitan dalam suatu masalah skripsi yang meliputi kamus 

hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, media cetak dan literatur-

literatur hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah 

studi dokumen atau studi kepustakaan (library reserch). Dalam penelitian hukum 

normatif, studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang utama, karena 

pembuktian asumsi penelitiannya berbasis pada berbagai informasi atau dokumen 

tertulis yang bersandar pada norma, doktrin, penelitian, maupun putusan 

 
37 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 2006, 

LN No. 64 TLN No. 4635 

 38 Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12 
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pengadilan. 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengumpulan bahan hukum 

melalui studi dokumen atau studi kepustakaan adalah sebagai berikut:39 

a. Mengindentifikasi darimana sumber bahan hukum tersebut akan 

diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;  

b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui 

daftar isi pada tiap-tiap produk hukum tersebut;  

c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada 

lembar catatan khusus dengan melakukan pemberian tanda pada setiap 

bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan 

perolehannya;  

d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan 

masalah dan tujuan pada penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Menurut Nanang Martono, analisis bahan hukum bertujuan untuk menjawab 

masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian dengan cara 

menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memudahkan 

pembaca untuk memahami hasil penelitian.40 

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara merangkum serta memilah hal-

hal pokok yang dianggap penting yang kemudian diikuti dengan penyajian bahan 

hukum yang merupakan proses lanjutan yang dilakukan dengan cara menyusun 

 
39 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 82 
40 Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: PT. 

Rajawali Pers, 2016), hlm.10 
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informasi yang sebelumnya diperoleh dari analisis bahan hukum. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yang mana Penulis dalam hal ini menafsirkan dan menjabarkan semua bahan 

hukum yang telah dikumpulkan dengan memadukan konsep, pendapat para ahli, 

peraturan yang sesuai, serta pembahasan kasus guna menyusun informasi, sehingga 

dapat memperoleh kesimpulan dalam bentuk teks naratif yang didasarkan dari 

bahan hukum yang saling berkaitan erat sehingga yang terakhir dapat dilakukan 

penarikan kesimpulan. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan Penulis adalah metode deduktif, 

yang mana metode ini merupakan suatu proses pengambilan kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat umum, merujuk pada kesimpulan yang bersifat khusus 

berdasarkan dari hasil penelitian terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. 
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